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ini dengan judul Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran dan Hotel Terhadap Pajak
Daerah pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang.

Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang
oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-
Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk
keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah juga
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ABSTRAK

CHELLA INA MARGARETA [/ 222017276 / 2021 / Pengaruh Penerimaan Pajak Restoran
Dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan Pengelolan Pajak Daerah Kota
Palembang.

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah yang ada yaitu bagaimana pengaruh penerimaan
pajak restoran dan hotel terhadap penerimaan pajak daerah pada badan pengelolaan pajak daerah
kota palembang. Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis penerimaan pajak restoran dan
hotel terhadap penerimaan pajak daerah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian
asosiatif. Lokasi penelitian dilakukan di badan pengelolaan pajak daerah 19 ilir, kecamatan bukit
kecil kota palembang. Data yang digunakan yaitu data sekunder. Metode pengumpulan data yang
digunakan adalah dokumentasi. Teknik analisis penelitian ini adalah uji deskriptif, uji asumsi
klasik, koefisien determinasi, analisis regresi linier berganda, dan uji t dengan dibantu perangkat
lunak statistic program for special science (SPSS). Hasil penelitian menunjukkan penerimaan
pajak restoran berpengaruh terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan penerimaan pajak hotel
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.

Kata kunci : penerimaan pajak restoran, penerimaan pajak daerah dan terhadap pajak
daerah.
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ABSTRACT

| MARGARETA / 222017276 / 2021 / Effect Of Restaurant And Hotel Tax
Taxes On Pulembang City's Local Tax Management Body

conducted 1o answer the existing problem, namely how the effect of restaurant and
¢ on local tax revenues af the regional tax management agency of Palembang
Mwwmmwwmmmwmm
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analysis. and 1 test with the help of statistical software program for special
.,MMMMmmmmwmgﬁumwm

MARGARETA 222017276
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Pajak telah dikenal sejak zaman kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Dahulu, pajak atau upeti dapat diartikan sebagai pemberian secara sukarela
dari rakyat kepada rajanya. Selanjutnya, pajak mengalami perubahan dan
memiliki sifat “wajib.” Dimana artinya pajak sudah bukan lagi pemberian
secara sukarela, tetapi menjadi pemberian harus dilaksanakan yang
memiliki unsur pemaksaan. Singkatnya rakyat tidak lagi memberikan
pajak secara sukarela tetapi dipaksa oleh pengawal raja (Nurdin & Dedi,
2017:1). Sejalan dengan perubahan, orientasi perpajakan pun mengalami
perubahan baik atas pengenaan pajak maupun pemanfaatan pajak itu
sendiri. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah
“kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak
mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan
negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Pemungutan pajak juga mengalami perubahan dari masa ke masa
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara, baik di bidang
kenegaraan maupun sosial dan ekonomi. Pungutan pajak mengurangi
penghasilan atau kekayaan individu, tetapi sebaliknya juga merupakan
penghasilan masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada

masyarakat, (Suandy, 2016:1-8).



Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang
memiliki banyak potensi dan mempunyai peluang ekonomi yang
menjanjikan untuk menjadi negara maju. Faktanya, Indonesia banyak
ditimpa permasalahan khususnya dibidang ekonomi. Pembangunan pun
terus diupayakan untuk peningkatan perekonomian dan pajak merupakan
salah satu sumber alternatif untuk membiayai pembangunan negara. Tata
cara perpajakan di Indonesia mengalami beberapa perubahan. Perubahan
dalam sistem perpajakan mengacu pada peran semua lapisan subjek pajak,
khususnya pada intensifikasi pajak sebagai sumber pendapatan negara dan
daerah, (Leza, Achmad, Yunaidi, 2016).

Pendapatan yang didapat oleh daerah memiliki peran besar dalam
mendukung pembangunan daerah dan peningkatan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah (APBD). Salah satu sumber Pendapatan Daerah
adalah pajak daerah. Pajak daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu
pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak daerah dan retribusi daerah
diatur dengan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah
dan retribusi daerah.

Pajak daerah dapat secara mudah dikelola dan dipungut oleh
pemerintah daerah dan pungutan ini hanya berdampak pada masyarakat
setempat. Pungutan pajak daerah seharusnya menghindari permasalahan-
permasalahan akibat penetapan pemungutan pajak daerah tersebut, hal ini
berkaitan dengan tujuan agar terjaganya harmonisasi antara pemerintah

daerah dengan pemerintah yang lebih tinggi, (Anggoro, 2017:46).



Kota Palembang sebagai pemerintahan daerah, selain sebagai kota
pendidikan dan event olahraga, juga memiliki beberapa destinasi wisata
populer, antara lain Pulau Kemaro, Benteng Kuto Besak, Jembatan
Ampera, Taman Wisata Alam Punti Kayu dan masih banyak lagi sehingga
para wisatawan pun tertarik untuk berkunjung, (Lenny, 2020). Menilik hal
ini, tidak sedikit para pengusaha dan investor telah mendirikan usaha
restoran dan hotel atau rumah makan dan penginapan. Maksimasi
penerimaan pajak daerah sesuai dengan potensi-potensi yang dimiliki,
akan sejajar kapasitas atau kemampuan yang optimal dengan pemerintah
daerah dalam memungut pajak daerah. Penerimaan pajak daerah kota
Palembang, termasuk yang bersumber dari usaha restoran dan hotel,
dikelola oleh Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang.
BPPD dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Kota Palembang Nomor:
74 Tahun 2016, tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
serta tata kerja BPPD Kota Palembang.

Selanjutnya, berdasarkan Undang-Undang No 28 Tahun 2009 pajak
daerah dapat dibedakan menjadi beberapa pajak dan tindak lanjut dari
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Palembang Nomor: 74 Tahun 2016,
penerimaan pajak daerah kota Palembang dibedakan dalam 11 jenis
penerimaan pajak daerah. Jenis penerimaan pajak daerah antara lain adalah
pajak restoran dan pajak hotel. Kedua pajak daerah tersebut merupakan

jenis pajak yang potensinya semakin berkembang dan bertambah.



Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan yang disediakan
oleh restoran, (Septi, Siti, Bambang, 2015). Pajak restoran di Palembang
diatur dalam Peraturan Daerah No 12 Tahun 2010, Pajak restoran jenis
pajak daerah atas pelayanan yang disediakan oleh pihak restoran,
sedangkan yang dimaksud restoran adalah fasilitas penyediaan
makanan/minuman dengan dipungut bayaran.

Pendefinisian pajak hotel menurut Undang-Undang No 28 Tahun
2009 adalah pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. Hotel adalah
bangunan yang disediakan khusus untuk tempat menginap atau
beristirahat, memperoleh pelayanan dan atau fasilitas lainnya dengan
dipungut bayaran. Marihot (2010:304) mengatakan bahwa pajak hotel
adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada hotel.
Jika pembayaran dipengaruhi dengan hubungan istimewa, harga jual atau
penggantian dihitung atas dasar harga pasar yang wajar pada saat
pemakaian jasa hotel. Pajak hotel di Palembang diatur dalam Peraturan
Daerah 11 Tahun 2010, pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang
disediakan oleh hotel yang memungut bayaran, mencakup juga motel,
losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah
penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih

dari 10 (sepuluh).

Fenomena vyang berkaitan dengan penerimaan pajak daerah,
disampaikan pada laman berita Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

bahwa terdapat kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Sumatera



selatan dalam upaya pencapaian target penerimaan daerah, diantaranya
adalah potensi wajib pajak baru yang belum terdata. Salah satunya, trjadi
di pemerintah kota palembang, walaupun target pemasangan 400 e-tax
sudah terpenuhi, tetapi masi ditemukan potensi lebih dari 200 WAPU yang
siap dipasang e-tax pada tahun 2019 namun belum terpasang. Selain itu, di
pemkot palembang juga ditemukan pada e-tax yang sudah terpasang masih
ada peluang untuk dioptimalkan karena baru 64% yang terekam secara
online potensi nilai pajaknya. Potensi ini juga bisa terjadi di daerah
lainnya. Berdasarkan hasil rekaman pajak sampai dengan bulan Agustus
2019 dengan rata-rata ketersediaan data sebesar 59% dari jumlah WP
sebanyak 456 WP, potensi penerimaan pajak mencapai Rp117,9 miliar.
Potensi ini akan meningkat cukup signifikan jika pemerintah daerah
melakukan upaya yang lebih maksimal sehingga seluruh WP
menyampaikan datanya dan membayar pajaknya. Jika itu dilakukan,
diperkirakan akan meningkat menjadi Rp187 miliar atau rata-rata sebesar

59%, (Humas KPK, 2019).

Terkait dengan pajak restoran dan hotel, terdapat fenomena
sebagaimana dijelaskan oleh kepala BPPD Kota Palembang, Sulaiman
Amin bahwa hingga akhir tahun 2019, sektor pajak bumi dan bangunan
(PBB) sudah mencapai 80,57% dari target yang ditentukan yakni sebesar
Rp275 miliar. Namun, pencapaian sektor pajak restoran dan hotel masih

rendah dan hanya berkisar 70%, (Rachmad, 2019).



Fenomena lain juga ditemukan terkait pajak restoran dan hotel.
Menurut Walikota Palembang Harnojoyo, terungkap fakta yang
mengejutkan tentang adanya pemilik restoran, hotel dan tempat hiburan
yang melakukan kecurangan saat pelaporan pajak. Masih banyak terjadi
manipulasi data transaksi bisnis baik di hotel, tempat hiburan maupun
restoran sehingga hal ini akan mempengaruhi peningkatan penerimaan
pajak asli daerah, (Netri, 2018).

Bersumber dari data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota
Palembang yang didapat, maka berikut disajikan data lima tahun terkait
perkembangan realisasi pada target atas penerimaan pajak restoran Kota

Palembang, tahun 2016-2020:

Tabel 1.1

Perkembangan Realisasi & Target atas Penerimaan Pajak Restoran

Kota Palembang, Tahun 2016-2020

Proporsi
No Tahun Target Pajak Restoran Realisasi Pajak Restoran T;‘T:gg;p
(Rp) (Rp) Realisasi
(%)
1 2016 69.727.189.115,67 70.544.503.680,00 101,17
2 2017 79.000.000.000,00 79.348.336.478,00 100,44
3 2018 87.450.000.000,00 93.348.646.681,00 106,75
4 2019 170.000.000.000,00 127.858.658.202,00 75,21
5 2020 115.000.000.000,00 99.227.792.766,00 86,29

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2021

Berdasarkan pada tabel

I.1 penerimaan pajak restoran di atas

menunjukkan bahwa proporsi realisasi pada target mengalami penurunan.
Dapat dilihat pada tahun 2016-2018 perolehan proporsi pajak restoran
melebihi angka 100% atau melebihi target yang ada dan dua tahun terakhir
2019-2020 mengalami penurunan sehingga tidak tercapainya target yang

telah di tentukan.



Hal menarik terkait dengan kesenjangan pada pajak restoran. Kepala
Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang Sulaiman
Amin, mengatakan pengelolaan pajak restoran dan kafe ada yang tidak
memasukkan item belanja take away (bungkus) sehingga pajaknya tidak
masuk ke kas daerah. Beliau juga mengakui jika tablet yang digunakan
sebagai e-tax di restoran, kafe, hotel dan tempat lainnya cenderung
digunakan secara manual sehingga pengelola memiliki celah untuk
mengakali pengimputan item belanja. (Aziz, 2021).

Bersumber dari data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota
Palembang yang didapat, maka berikut disajikan data lima tahun terkait
perkembangan realisasi pada target atas penerimaan pajak hotel Kota
Palembang, tahun 2016-2020:

Tabel 1.2

Perkembangan Target & Realisasi atas Penerimaan Pajak Hotel
Kota Palembang, Tahun 2016-2020

Proporsi
No Tahun Target Pajak Hotel Realisasi Pajak Hotel T-elz-rahragc?etxp
(Rp) (Rp) Realisasi
(%)
1 2016 51.260.863.109,40 52.346.963.653,00 102,12
2 2017 56.000.000.000,00 57.255.225.469,00 102,24
3 2018 65.700.000.000,00 71.748.220.009,00 109,21
4 2019 108.000.000.000,00 80.835.704.283,28 74,85
5 2020 45.000.000.000,00 37.329.220.268,00 82,95

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2021

Berdasarkan pada tabel 1.2 penerimaan pajak hotel di atas juga
menunjukkan hal yang sama dengan perolehan pajak restoran, bahwa
proporsi realisasi pada target mengalami penurunan. Dapat dilihat pada
tahun 2016-2018 perolehan proporsi pajak hotel juga memperoleh angka

yang melebihi 100% atau dapat dikatakan melebihi target yang telah



ditentukan dan dua tahun terakhir juga menunjukkan hal yang sama
mengalami penurunan pada tahun 2019-2020 sehingga tidak tercapainya
realisasi terhadap target yang telah di tentukan.

Hal yang menarik terkait pajak hotel dikemukakan juga oleh Kepala
Bidang Pajak Lainnya (BPL) BPPD Kota Palembang. Taslim mengatakan
tekanan terberat terjadi pada bulan April-Juni 2020, karena kota
Palembang menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dikala
itu untuk mencegah penularan Covid. Saat itu penerimaan pajak restoran
dan hotel kontraksi atau mengalami penurunan hingga 70% dan yang
hanya bisa masuk sekitaran 20%-25% saja.

Fenomena lain terkait pajak hotel juga terjadi di pemerintah
Kabupaten Bandung Barat. Adanya tunggakan pajak hotel yang mencapai
Rp 3 Miliar, membuat pemerintah kabupaten Bandung Barat
menggandeng Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung untuk menindak
para pengusaha hotel yang menunggak pajak. Namun disisi lain, Ketua
Persatuan Hotel dan restoran Indonesia Kabupaten Barat, Samuel Setiadi
mengungkapkan, bisnis perhotelan di Lembaga memang terus menurun
dari tahun ke tahun sejak 2011. Hal ini lantaran menjamurnya

pembangunan hotel di wilayah Bandung raya, (Cecep, 2019).

Besarnya penerimaan pajak daerah, khususnya pada pajak hotel dan
restoran bukan hanya dilihat dari pengaruh perkembangan jumlah wajib
pajak dan realisasi penerimaan pajak diatas target penerimaan, namun juga

dilihat dari kesadaran wajib pajak dan potensi pajak daerah tersebut.



Keberhasilan realisasi mencapai target bukan berarti wajib pajak sudah
memiliki kesadaran dalam pembayaran pajaknya, namun merupakan acuan
bahwa potensi pajak tersebut dapat digali lagi dan dioptimalkan.

Fenomena terkait dengan penerimaan pajak daerah, Pemerintah Kota
Jakarta Utara melibatkan peran camat dan lurah dalam meningkatkan
penerimaan pajak tahun 2020. Wakil Wali Kota Jakarta Utara, Ali
Maulana mengatakan, hal itu dilakukan agar pajak daerah tahun ini dapat
memenubhi target. Target pajak daerah tahun 2020 adalah sebesar Rp 32,48
triliun. Realisasi penerimaan saat ini masih sebesar Rp 29,6 triliun,
sehingga diperlukan optimalisasi untuk mendorong peningkatan
penerimaan pajak daerah dengan sisa waktu sampai 31 Desember 2020.
Dengan demikian, penerimaan pajak daerah masih kurang Rp 2,88 triliun
dua pekan jelang berakhirnya tahun anggaran 2020. (Ira, 2020).

Bersumber dari data Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota
Palembang yang didapat, maka berikut disajikan data lima tahun terkait
perkembangan realisasi pada target atas penerimaan pajak daerah Kota
Palembang, tahun 2016-2020:

Tabel 1.3

Perkembngan Realisasi & Target Penerimaan Pajak Daerah
Pemerintahan Kota Palembang, Tahun 2016-2020

No Tahun Target Pajak Daerah Realisasi pjak daerah Tgrrr?zijoarsllia 2&:;Si
(Rp) (Rp) (%)
1 2016 526.867.498.866,50 536.552.681.049,38 101,84
2 2017 638.549.551.000,00 680.012.752.910,10 106,49
3 2018 748.685.000.000,00 721.012.771.615,00 96,30
4 2019 1.314.232.400.000,00 836.068.008.930,28 63,62
5 2020 1.190.000.000.000,00 787.923.892.941,00 66,21

Sumber: Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang 2021
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Berdasarkan data realisasi dan target atas penerimaan pajak daerah
Kota Palembang yang didapat dari BPPD, menunjukkan bahwa terjadinya
penurunan pendapatan. Terlihat pada tahun 2016 memperoleh sebesar
101,84%, tahun 2017 pencapaian perolehan sebesar 106,49% dan di tahun
2018 terjadi ketidak tercapainya realisasi terhadap target sehingga
menghasilkan penerimaan yang tidak sesuai dengan target sebesar 96,30%.
Untuk dua tahun selanjutnya realisasi juga belum mencapai target
sehingga penerimaan pun sangat kecil pada tahun 2019 yakni hanya
63,62% dan tahun 2020 mencapai 66,21%.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan Ali, Hidayat dan
Maria (2016), menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel memiliki
pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah,
sedangkan penerimaan pajak restoran memiliki pengaruh positif tetapi
tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Penelitian yang sama dilakukan oleh Fachmi, Agus, dan Rahmat (2018),
menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap penerimaan pajak daerah, sedangkan penerimaan pajak
restoran berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak daerah.
Penelitian yang sejenis lainnya juga dilakukan oleh Sulistiyani (2016),
menunjukkan bahwa total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berasal dari penerimaan pajak daerah. Realisasi pajak daerah dari tahun

2003-2017 mengalami peningkatan dan yang menjadi pertumbuhan paling
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tinggi berada pada tahun 2011 mencapai 223,93% dari tahun-tahun
sebelumnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik
untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerimaan Pajak
Restoran dan Hotel Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Pada Badan

Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang
dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak restoran (X1) terhadap
penerimaan pajak daerah (Y) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah
(BPPD) kota Palembang ?

2. Bagaimanakah pengaruh penerimaan pajak hotel (X2) terhadap
penerimaan pajak daerah (Y) pada Badan Pengelolaan Pajak Daerah
(BPPD) kota Palembang ?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan dari uraian rumusan masalah yang dikemukakan diatas,
maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh penerimaan pajak restoran dan hotel terhadap penerimaan pajak

daerah kota Palembang.
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D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak-pihak
dan juga secara akademisi maupun praktis, sebagai berikut:
1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan dan
pengetahuan dalam bidang akuntansi terutama pada perpajakan yaitu
mengenai pengaruh kepatuhan wajib pajak terhadap pendapatan daerah.
2. Bagi Badan Pengelolaan Pajak daerah (BPPD)

Dapat digunakan sebagai acuan untuk koreksi ataupun evaluasi
kedepannya terhadap penerimaan pajak daerah kota palembang. Juga,
diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap
kebijakan yang menyangkut semua hal mengenai penerimaan pajak
terhadap pendapatan daerah.

3. Bagi Almamater

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan
acuan referensi bagi mahasiswa dan dosen ataupun penelitian lebih
lanjut di di fakultas ekonomi dan bisnis universitas muhammadiyah
palembang sehingga dapat menjadi masukan bagi penelitian
selanjutnya sebagai pengembangan keilmuan terutama dalam kajian

yang sama.
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